WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 20 TAHUN 2024

! TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 104 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BAUBAU,

a. bahwa wuntuk melaksanakan penyesuaian penggunaan

1.

anggaran belanja keperluan mendesak sebagaimana
tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Wali Kota Baubau
Nomor 24 | Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran
Anggaran Iendapatan dan Belanja Daerah, sehingga
dilakukan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2024;

. bahwa berdasarkan ketentuan dalam butir D.1.g.1).d)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanjal Daerah Tahun Anggaran 2024, bahwa dalam hal
terdapat kondisi darurat termasuk keperluan mendesak,
pergeseran | anggaran yang menyebabkan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan
melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaranl Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dengan dlbentahukan kepada pimpinan DPRD, selanjutnya
apabila pergeseran tersebut dilakukan sebelum Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditampung dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan BelanJa Daerah Tahun Anggaran 2024 atau ditampung
dalam laporan realisasi anggaran bagi daerah yang
melakukan | pergeseran setelah Perubahan Anggaran
Pendapatan| dan Belanja Daerah atau tidak melakukan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Baubau
Nomor 104 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan, dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran
2024.

Pasal 18 a]yat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



!
|
|

. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999  Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah diubah
beberapa kalli terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nor:nor 6409);

. Undang-Undédng Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Norfnor 4120);

. Undang—Undafmg Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang—Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Teilhun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Nepublik Ind(?nesia Nomor 6736);

. Undang-Und.'::mg Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355}, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Nepublik Indc:)nesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan cllan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Ne,;ga.ra Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, 'II‘aInbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, ‘ﬁambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856),

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor, 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
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tentang Pene‘ltapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang—Undallng (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomon 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Norpor 6856);

Undang-Undalng Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Le;nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keumgan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21,
Tambahan Le'mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028,

Peraturan Pemermtah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemenntaha.n (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

|
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan P!emerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan | Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
sebagajmana' telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 604 1),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republlk Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pl,emerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indt_:*onesia Nomor 6322);
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Peraturan Pemenntah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 197[7 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
Sebagaimana, Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tal';lun 2024 Nomor 15);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi ] Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonema Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 6809);

Peraturan Me_nterl Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK-07/2022
tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan ketentuan
Umum Bagian Dana Alckasi Umum yang ditentukan
penggunaannya Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Inddnesia Tahun 2022 Nomor 1135);

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pililhan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Baubau {(Lembaran Daerah Kota
Baubau Tahuin 2013 Nomor 11};

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau
(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5);
sebagaimana, telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukari dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau
{Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);

|
Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau
Tahun 2023 ITIomor 2);

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2023
Nomor 5).
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Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN W;%LI KOTA BAUBAU NOMOR 104 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 104 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024, diubah sebagai berikut:

1.

1

Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan dua Pasal yaitu Pasal 1.A dan Pasal
1.B sehingga berbunyi sebagai berikut:

! Pasal 1.A
(1) Perubahan Penjabaran A|nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2024 dilaksanakan untuk menjamin Ketersediaan alokasi

anggaran akibat:

a. pelaksanaan kegiatan!dalam keadaan darurat dan/atau mendesak yang
belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan
dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 24 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, :

b. penyesuaian atas program, kegiatan dan sub kegiatan pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah ya.n"g bersangkutan atau antar Satuan Kerja Perangkat
Daerah sepanjang program, kegiatan dan sub kegiatan belum
dilaksanakan/direalisasikan serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan
darurat dan/atau mendesak lainnya diterima oleh Pemerintah Daerah
setelah penetapan Per-laturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, pehganggaran program dan kegiatan dimaksud
dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai
ketentuan butir D.l.glil).d] Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2|023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

¢. kewagjiban lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.

(2) Pelaksanaan kegiatan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a mencakup: |

a) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b) belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c) pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang—undangan!' dan/atau

(

|
|
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d) keperluan mendesak|lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau
masyarakat. !

(3) Pendanaan ketersediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam tahun
anggaran berjalan dapat menggunakan:

a. dana dari hasil penyesuaian ulang capaian target kinerja program dan
kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan anggaran kas yang tersedia.

Pasal 1 B

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah

sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 135.309.387.604,00
b. Pendapatan Transfer - Rp. 804.767.275.883,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang  Rp. 13.454.027.923,00
Sah |
Jumlah Pendapatan Rp. 953.530.691.410,00
2. Belanja

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai Rp. 449.433.251.832,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 255.797.980.858,00
3) Belanja Bunga Rp. 10.618.767.132,00
4} Belanja Subsidi Rp. 0,00
5) Belanja Hibah . Rp. 44.813.353.325,00
6) Belanja Bantuan Sosial Rp. 627.021.500,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 0,00

Jumlah Belanja Operasi Rp.

b. Belanja Modal

761.290.374.647,00

1) Belanja Tanah ! Rp. 2.595.331.814,00
2) Belanja Peralatan dlan Mesin Rp. 55.618.068.549,00
3) Belanja Bangunan Dan Gedung Rp. 63.580.915.492,00
4) Belanja Jalan, Jaringan dan

Irigasi ’ Rp. 83.254.404.062,00
5) Belanja Aset Lainnya Rp. 7.092.628.143,00

Jumlah Belanja Modal Rp.

212.141.348.060,00

c. Belanja Tidak Terduga! Rp. 14.274.344.993,00
Jumlah Belanja Rp. 987.706.067.700,00
Surplus/ (Defisit) Rp. (34.175.376.290,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp.
b. Pengeluaran Rp.

Pembjayaan Netto
1
B

97.137.639.550,00
| 62.962.263.260,00

Rp.

34.175.376.290,00



Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan: Rp. 0.00

2. Ketentuan Lampiran I, diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran
dari Peraturan Wali Kota ini;

3. Ketentuan Lampiran II, diu
tercantum dalam Lampiran
dari Peraturan Wali Kota ini.

[ dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

bah sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana
II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Pasal Il

|
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali

Kota ini, dengan penempatannya

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 3 ApriL 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU, = IR

SAIDO BONSAI

dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
coah, 3 ApriL 2024
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